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I. PENDAHULUAN 

 

Majelis Pengukuhan Professor Riset dan hadirin yang saya 

hormati, 

Indonesia ke depan akan menghadapi permintaan 

komoditas dan produk pangan berkualitas yang terus meningkat 

seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk, 

meningkatnya pendapatan masyarakat, tumbuhnya industri 

pengolahan makanan dan pakan ternak, serta industri perhotelan 

dan restoran. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan, strategi 

dan langkah-langkah terobosan yang kongkrit untuk 

meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional, dipastikan 

defisit pangan akan menjadi semakin besar dan konsekuensinya 

Indonesia semakin tergantung kepada produk pangan impor1,2,3. 

Situasi lebih sulit akan dihadapi bilamana ketersediaan 

pangan di pasar internasional semakin terbatas akibat 

meningkatnya permintaan pangan dunia untuk sumber energi. 

Apalagi sejak awal tahun 2008, ketersediaan pangan dunia untuk 

beberapa produk pangan mencapai tingkat terendah, sementara 

harganya meningkat pesat dan mencapai tingkat tertinggi selama 

kurun 30 tahun4. Selain akibat meningkatnya permintaan pangan 

dunia, pasokan pangan dunia menghadapi ketidak-pastian akibat 

perubahan iklim dan pemanasan global serta ketidakpastian 

konstalasi politik dunia. 

Komitmen, strategi dan kebijakan untuk mencapai 

ketahanan pangan nasional yang berkemandirian telah dilakukan 

oleh pemerintah dan beberapa kali telah direvisi, namun sampai 

saat ini belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Kondisi kapasitas 

produksi pangan nasional saat ini jelas jauh dari kondisi 

kemandirian karena kenyataannya masih banyak kebutuhan 

pangan utama masih harus dipenuhi dari impor5,6,7. Indonesia 
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juga masih belum berketahanan pangan, terlihat dari banyaknya 

wilayah rawan pangan dan hampir setiap tahun terjadi gejolak 

pasokan dan harga pangan di tanah air. Bahkan masih sering 

terungkap terjadinya kasus kelaparan di beberapa wilayah di 

tanah air. Dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lain, 

ranking ketahanan pangan Indonesia masih berada di bawah 

rangking negara ASEAN lain6,7,8. 

Bagi Indonesia, tujuan untuk mencapai ketahanan pangan 

nasional berkemandirian adalah perintah konstitusi yang masuk 

akal dan sahih (legitimate) mengingat ketergantungan 

berlebihan kepada sumber pangan impor akan membuat 

ketahanan pangan nasional sangat rentan terhadap goncangan 

eksternal. Namun, ketahanan pangan berkemandirian tidaklah 

cukup dalam situasi persaingan di pasar global yang semakin 

ketat. Oleh karena itu, ke depan, ketahanan pangan nasional 

haruslah berkemandirian dan berdaya saing agar berkelanjutan 

dan pada saat yang sama menjadikan sumber pertumbuhan 

ekonomi melalui kegiatan ekspor pangan6,7,9. 

Orasi ini menelaah tingkat ketahanan dan kemandirian 

pangan nasional, permasalahan, tantangan dan peluang yang 

dihadapi ke depan, serta mengusulkan konsepsi alternatif 

mencakup arah, perubahan strategi dan reformulasi kebijakan 

dalam mewujudkan ketahanan pangan berkemandirian dan 

berdaya saing di era pasar global. 
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II. DINAMIKA PERKEMBANGAN KONSEP 

KETAHANAN PANGAN 

 

Majelis Pengukuhan Professor Riset dan hadirin yang saya 

hormati 

Sampai saat ini, istilah Ketahanan Pangan (food security) 

masih menjadi topik bahasan yang menarik perhatian, baik di 

lingkup nasional maupun internasional. Selain ketahanan 

pangan, juga dikenal istilah swasembada pangan (food self 

sufficiency), kedaulatan pangan (food sovereignty), dan 

kemandirian pangan (food self-reliance) yang saling beririsan. 

Di Indonesia, ketahanan pangan seringkali diidentikkan dengan 

swasembada pangan dan kemandirian pangan, atau sebaliknya. 

Berikut secara ringkas diuraikan perkembangan konsep 

ketahanan pangan dan implementasinya di Indonesia, 

perbedaannya dengan konsep swasembada, kemandirian dan 

kedaulatan pangan serta konsep ketahanan pangan nasional ke 

depan.  

2.1.  Konsep Ketahanan Pangan 

Istilah Ketahanan Pangan baru didefiniskan pada 

pertengahan tahun 1970-an, saat terjadinya krisis pangan global, 

dan kemudian berevolusi selama tiga dekade terakhir. Definisi 

Ketahanan Pangan mulai disepakati dalam KTT Pangan Dunia 

yang diselenggarakan FAO, tahun 1974, sebagai berikut10:  

"Ketersediaan setiap saat pasokan pangan dunia yang memadai 

dari bahan makanan pokok untuk mempertahankan ekspansi 

konsumsi makanan yang stabil dan untuk mengimbangi fluktuasi 

produksi dan harga". 

Kemudian, pada tahun 1983, FAO memperluas konsep 

ketahanan pangan dengan memasukkan pengamanan akses 
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pangan bagi masyarakat terhadap pasokan yang tersedia, yang 

menyiratkan pentingnya keseimbangan antara sisi permintaan 

dan penawaran11.  

Pada pertengahan tahun 1990-an, ketahanan pangan diakui 

sebagai masalah nyata yang mencakup spektrum yang lebih luas 

mulai dari individu, keluarga, negara hingga global. Definisi 

ketahanan pangan juga diperluas dengan memasukkan aspek 

keamanan pangan dan keseimbangan gizi, serta kebutuhan 

nutrisi minor bagi kehidupan yang aktif dan sehat, serta 

preferensi makanan, baik secara sosial maupun budaya. Dalam 

KTT Pangan Dunia 1996, FAO mengadopsi definisi Ketahanan 

Pangan sebagai berikut12: 

“Ketahanan pangan sebagai suatu kondisi ketika setiap orang 

sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses 

terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk 

memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya”. 

Dengan sedikit modifikasi, definisi ketahanan pangan 

FAO 1996 tersebut diadopsi di dalam UU Pangan No. 7/1996 

dan kemudian disempurnakan di dalam UU Pangan No. 

18/2012, sebagai berikut5,6,13 :  

‘Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan 

perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang 

cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, 

merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, 

keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, 

aktif, dan produktif secara berkelanjutan’. 

Definisi ketahanan pangan FAO dan yang juga berlaku di 

Indonesia tidak mempermasalahkan asal-usul pangan tersebut, 

bisa dari produksi dalam negeri maupun impor. Secara garis 

besar, definisi ketahanan pangan FAO mencakup empat 

dimensi, yakni: (i) ketersediaan secara fisik, (ii) keterjangkauan 
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terhadap pangan secara ekonomis dan sosial, (iii) 

pendayagunaan pangan, dan (iv) stabilitas dan keberlanjutan 

dari ketiga dimensi tersebut. Agar tujuan ketahanan pangan 

tercapai, keempat dimensi tersebut harus dapat dipenuhi secara 

bersamaan dan berkelanjutan7,12. 

Pada tahun 2012, dengan tetap menggunakan definisi 

Ketahanan Pangan 1996, Committe of World Food Security-

FAO mendeklarasikan istilah baru yakni Ketahanan Pangan dan 

Gizi (Food and Nutrition Security)14. Istilah ini secara resmi 

telah digunakan di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam PP 

No. 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. 

Upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan tidak hanya 

bertumpu kepada peningkatan produksi tetapi membutuhkan 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif6,7. Pertumbuhan ekonomi 

yang inklusif akan meningkatkan pendapatan masyarakat, akses 

ke makanan, kesehatan dan pendidikan. 

2.2.  Konsep Swasembada dan Kemandirian Pangan 

Ketahanan pangan secara tradisional dibahas dalam 

kaitannya dengan swasembada pangan (food self-sufficiency) 

dan kemandirian pangan (food self-reliance). Swasembada 

pangan membutuhkan produksi pangan sejumlah yang 

dikonsumsi di dalam negeri, sedangkan kemandirian pangan 

membutuhkan ketersediaan dalam negeri. Swasembada 

mengesampingkan impor sebagai sumber utama pasokan 

sementara kemandirian tidak memiliki pembatasan seperti itu15. 

Swasembada pangan adalah situasi ketika suatu negara 

dapat memenuhi semua kebutuhan pangan sepenuhnya dari 

produksi dalam negeri. Banyak negara berkembang, termasuk 

Indonesia, menerapkan konsep swasembada pangan karena 

pertimbangan politik dan keamanan nasional7,16. Melalui 

berbagai program seperti program BIMAS dan INMAS serta 
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dibentuknya beberapa lembaga seperti Badan Bimas dan Badan 

Urusan Logistik (BULOG), pada tahun 1984, untuk pertama kali 

Indonesia berhasil mencapai swasembada beras13,17. Namun, 

keberhasilan ini tidak berkelanjutan, karena beberapa tahun 

kemudian Indonesia kembali mengimpor beras dan tahun 2018 

menjadi pengimpor beras terbesar dunia. 

Konsep swasembada pangan ini banyak mendapatkan 

kritik dari para ekonom karena mengesampingkan impor dan 

dinilai lebih mengutamakan pertimbangan politik dengan 

mengorbankan pertimbangan ekonomi dan lingkungan16,18,19. 

Sejak tahun 1996, konsep swasembada pangan secara berangsur 

mulai ditinggalkan dan banyak negara menerapkan konsep 

ketahanan pangan. Namun, konsep ini kembali menarik 

perhatian sejumlah negara setelah terjadi krisis pangan dunia 

tahun 2007-08, ketika banyak negara berusaha melindungi diri 

dari volatilitas di pasar pangan dunia18,19,20. 

2.3.  Konsep Kedaulatan Pangan 

Terminologi lain yang muncul belakangan adalah 

kedaulatan pangan (food sovereignty). Menurut Deklarasi 

Nyéléni 200721, definisi kedaulatan pangan adalah sebagai 

berikut: 

Hak masyarakat, komunitas, dan negara untuk menentukan 

kebijakan pertanian, tenaga kerja, perikanan, pangan, dan 

lahan mereka sendiri yang sesuai secara ekologis, sosial, 

ekonomi, dan budaya unik mereka, yang mencakup hak untuk 

menghasilkan makanan dan hak atas makanan yang aman, 

bergizi, dan sesuai dengan budaya serta sumber daya penghasil 

makanan dan kemampuan untuk mempertahankan diri dan 

masyarakat mereka. 

Konsep kedaulatan pangan juga diadopsi di dalam UU 

Pangan No. 18/2012, sebagai berikut5,6 : 
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‘Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang 

secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin 

hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi 

masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai 

dengan potensi sumber daya lokal’. 

Berbeda dengan konsep ketahanan pangan dan 

swasembada yang lebih teknikal dan terukur, kedaulatan pangan 

merupakan konsep politik dan bersifat normatif dengan cakupan 

luas, sulit diukur tingkat implementasi dan pencapaiannya. 

2.4.  Konsep Ketahanan Pangan Nasional ke Depan 

Meskipun konsep dan definisi ketahanan pangan FAO 

tidak mempermasalahkan asal-usul pangan, realitas politik di 

Indonesia sangat menekankan pentingnya aspek kemandirian 

dari konsep ketahanan pangan, yakni ketahanan pangan yang 

tidak tergantung impor pangan5,6. UU Pangan No. 18/2012 

mengamanatkan terwujudnya kemandirian pangan, yang 

didefinisikan sebagai berikut: 

‘Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan 

yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin 

pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat 

perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya 

alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara 

bermartabat’.  

Sebagai perintah konstitusi, komitmen politik untuk 

mewujudkan kemandirian pangan perlu didukung oleh semua 

komponen bangsa, namun harus dikawal dalam pencapaiannya 

agar tetap mengacu kepada prinsip efisiensi dalam alokasi 

sumberdaya dan tidak bertentangan dengan aturan perundangan 

nasional lain yang masih berlaku6,7. Catatan ini penting 

mengingat definisi kemandirian pangan tidak 

mempermasalahkan efisiensi dan daya saing. Selain itu, 
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beberapa pasal tentang pengaturan impor dari UU Pangan No. 

18/2012 cenderung mengarah ke pencapaian kemandirian dan 

swasembada pangan ‘at all cost’, dengan menempuh segala cara 

berapapun biaya dan resikonya, termasuk melarang impor, yang 

melanggar amanat UU No. 7/1994 tentang Ratifikasi WTO5,6,7.  

Dalam orasi ini kata ‘kemandirian’ dimaknai sebagai 

kemampuan negara dan bangsa untuk memproduksi pangan 

dengan memanfaatkan sumberdaya domestik secara efisien. 

Untuk itu, Indonesia tidak harus berkemandirian untuk semua 

komoditas pangan6,7,9. Target mencapai kemandirian, dan 

bahkan mengekspornya, merupakan keniscayaan untuk 

komoditas pangan pokok dan pangan strategis yang Indonesia 

mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif untuk 

memproduksinya. 

Ke depan, sumberdaya domestik yang semakin terbatas 

ketersediaannya, harus dialokasikan secara lebih efisien. 

Penentuan komoditas pangan strategis harus memenuhi 

kelayakan teknis, ekonomis, sosial dan lingkungan. Di era 

perdagangan global, kegiatan impor dan ekspor menjadi sebuah 

keniscayaan. Oleh karena itu, program peningkatan produksi 

pangan ke depan seharusnya tidak lagi terbatas untuk tujuan 

substitusi impor tetapi harus berdaya saing di pasar ekspor. 

Atas dasar pertimbangan di atas, materi bahasan utama 

dalam orasi ini adalah pemaknaan kata ‘kemandirian’ dan ‘daya 

saing’ dari ketahanan pangan berikut pemikiran tentang 

perlunya reorientasi arah dan strategi serta kebijakan untuk 

mewujudkannya ketahanan pangan berkemandirian dan berdaya 

saing di era pasar global.  
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III. KINERJA KETAHANAN, KEMANDIRIAN DAN 

DAYA SAING PANGAN NASIONAL 

 

Majelis Pengukuhan Professor Riset dan hadirin yang saya 

hormati 

Kinerja ketahanan, kemandirian dan daya saing pangan 

nasional masing-masing diukur dari indeks ketahanan pangan 

global, perkembangan ekspor-impor beberapa komoditas 

pangan serta tingkat produktivitas dan biaya produksi pangan. 

Sebagai ilustrasi, hanya akan dibahas kinerja beberapa 

komoditas pangan utama sumber karbohidrat dan sumber 

protein hewani. 

3.1.  Ketahanan Pangan Nasional dalam Perspektif Global 

Index Ketahanan Pangan Global (Global Food Security 

Index-GFSI) merupakan indeks tertimbang dari berbagai 

indikators yang tergabung dalam komponen indek 

keterjangkauan (affordability), ketersediaan (availability), 

kualitas dan keamanan (quality and safety). GFSI merupakan 

indeks tingkat ketahanan pangan setiap negara sesuai definisi 

ketahanan pangan FAO. Semakin tinggi nilai GFSI semakin 

tinggi posisi (ranking) ketahanan pangan suatu negara dan 

sebaliknya22,23. 

Selama periode 2016-2019 nilai indeks ketahanan pangan 

Indonesia terus meningkat dari 50,6 menjadi 62,6, dari ranking 

ke-71 tahun 2016 menjadi ranking ke-62 tahun 2019 dari total 

113 negara. Namun, indeks GFSI Indonesia lebih rendah 

dibandingkan indeks GFSI negara ASEAN lain. Pada tahun 

2019, ranking ketahanan pangan Indonesia (62) jauh di bawah 

ranking Singapura (1), Malaysia (28), Thailand (52), dan 

Vietnam (54). Diluar ASEAN, ranking ketahanan pangan 

Indonesia jauh di bawah ranking Tiongkok (35). 
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Ditinjau dari rata-rata nilai indeks keterjangkauan 

(affordability) pangan dan indeks kualitas/keamanan (quality 

and safety) pangan, posisi Indonesia tahun 2019 tercatat di 

bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, sedikit 

diatas Filipina dan Mymmar. Selain itu, ketahanan pangan 

Indonesia juga belum memperlihatkan situasi pangan dan gizi 

yang berimbang, karena nilai ‘average protein supply’ masih 

berada di bawah Negara ASEAN lain, dan nilai ‘average protein 

supply from animal’ jauh di bawah negara ASEAN lain. 

Beberapa negara yang bukan produsen pangan, seperti 

Singapura dan Malaysia, ternyata mempunyai indeks ketahanan 

pangan yang lebih tinggi. Namun demikian, kondisi Singapura 

dan Malaysia tersebut tidak dapat menjadi referensi Indonesia6,8. 

Menggantungkan kebutuhan pangan pokok dari impor bukanlah 

keputusan yang tepat bagi negara dengan penduduk lebih 267 

juta jiwa seperti Indonesia7,8,9. 

Aspek ketersediaan dan keterjangkauan menjadi dua 

faktor utama penentu ketahanan pangan dan sekaligus 

kerawanan pangan. Oleh karena itu, meningkatkan produksi 

melalui peningkatan kapasitas produksi pangan nasional perlu 

dilakukan. Impor menjadi alternatif manakala terjadi 

kekurangan pasokan akibat gagal panen7,9,24. 

3.2.  Perkembangan Ekspor-Impor Produk Pangan 

Data ekspor-impor FAO memperlihatkan bahwa, sampai 

saat ini, Indonesia masih belum mandiri pangan, karena setiap 

tahunnya masih mengalami defisit neraca perdagangan 

komoditas pangan cukup besar seperti beras, jagung, kedelai, 

kentang, daging, dan susu6,7,8.  

Meskipun sudah mencapai swasembada beras ‘on trend’, 

Indonesia masih berstatus ‘net importer’ beras dalam volume 

dan nilai sangat besar5,6. Nilai impor beras mencapai USD 1,5 
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miliar atau IDR 11,0 triliun tahun 2011 dan sebesar USD 532 

juta atau IDR 7,1 triliun tahun 201625. Tahun 2018, Indonesia 

bahkan menjadi importir beras terbesar ke-5 dunia. 

Data ekspor-impor FAO juga memperlihatkan bahwa 

Indonesia masih mengalami defisit neraca perdagangan jagung, 

meskipun cenderung menurun26. Tahun 2011, perdagangan 

jagung mengalami defisit sebesar USD 1,01 miliar atau IDR7,4 

triliun dan tahun 2016 menurun menjadi USD225,9 juta atau 

IDR 3,0 triliun. Selama periode 2000-2017, Indonesia senantiasa 

mengalami defisit neraca perdagangan kedelai, yang cenderung 

terus meningkat, dan pada tahun 2017 defisit sebesar USD 1,3 

miliar atau senilai IDR17,2 triliun25. 

Indonesia juga masih mengalami defisit neraca 

perdagangan sumber protein hewani, seperti daging sapi dan 

susu dan cenderung terus meningkat27,28. Pada tahun 2017, total 

nilai impor produk susu (skimmed milk dan whole milk powder) 

sebesar USD 463,3 juta atau IDR 6,2 triliun25. 

Perdagangan produk unggas menarik untuk dicermati. 

Sampai akhir dekade 2000an, Indonesia merupakan negara 

pengimpor daging ayam dalam jumlah besar25. Sejak tahun 2014 

Indonesia telah mencapai swasembada daging ayam tetapi 

sampai sekarang belum mampu menjadi eksportir. Ekspor 

memang bukan menjadi tujuan dari peningkatkan produksi dari 

strategi substitusi impor29,30.  

3.3.  Produktivitas, Biaya Produksi, dan Daya Saing 

Relatif mahalnya biaya produksi dan rendahnya 

produktivitas serta kualitas produk pangan merupakan penyebab 

utama rendahnya daya saing komoditas/produk pangan 

Indonesia7,8. Kecuali beras dan ubi kayu, produktivitas 

komoditas pangan lainnya umumnya lebih rendah dibandingkan 

produktivitas di negara produsen pangan lain. 
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Data FAO memperlihatkan rata-rata produktivitas padi 

nasional tahun 2015, sebesar 5,3 ton/ha, jauh lebih tinggi 

dibandingkan produktivitas padi di beberapa ekspotir beras 

dunia seperti di India (3,6 ton/ha), Pakistan (3,7 ton/ha), dan 

Thailand (2,9 ton/ha)31. Namun demikian, beras Indonesia tidak 

mampu bersaing karena biaya produksinya jauh lebih mahal 

dibandingkan biaya produksi di India, Pakistan dan Thailand32.  

Rata-rata produktivitas jagung Indonesia tahun 2016 (5,2 

ton/ha) jauh lebih rendah dibandingkan produktivitas di negara 

eksportir utama jagung dunia, seperti Amerika Sertikat (10,5 

ton/ha), Selandia Baru (11,4 ton/ha), dan Australia (8,3 

ton/ha)31.  Hal yang sama terjadi untuk kedelai, kentang, bawang 

putih dan tebu. Produktivitas kedelai di Indonesia (1,9 ton/ha) 

lebih rendah dibandingkan produktivitas di negara eksportir 

kedelai seperti Amerika Serikat (3,2 ton/ha) dan Brazil (3,0 

ton/ha)32. 

Data FAO33 juga memperlihatkan bahwa harga di tingkat 

produsen, sebagai proksi (proxy) biaya produksi, untuk 

komoditas pangan dan peternakan lebih tinggi dibandingkan 

biaya produksi di negara eksportir dan produsen lainnya29,30,32.  

Tantangan ke depan agar produksi pangan Indonesia dapat 

bersaing adalah dengan menurunkan biaya produksi dan 

meningkatkan kualitasnya32,34. Oleh karena itu, kegiatan R&D 

dan inovasi kedepan tidak hanya dilakukan untuk meningkatkan 

produktivitas tetapi juga perlu diarahkan untuk menurunkan 

biaya produksi, meningkatkan kualitas dan menurunkan biaya 

pemasaran dan logistik34,35,36,37..  
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IV. KONSEP INOVATIF MENUJU KETAHANAN 

PANGAN BERKEMANDIRIAN DAN BERDAYA SAING 

DI ERA PASAR GLOBAL 

 

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan Hadirin yang saya 

hormati 

Bertitik tolak dari kinerja ketahanan pangan nasional dan 

besarnya defisit neraca perdagangan pangan selama ini 

menginspirasi perlunya pemikiran dan konsep inovatif untuk 

mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkemandirian 

dan berdaya saing di era pasar global. 

Argumentasi politik tentang pentingnya ketersediaan dan 

kemandirian pangan sudah sejak lama dikumandangkan oleh 

para negarawan dunia. Alasannya sangat sederhana, bahwa 

kemampuan suatu negara untuk menyediakan pangan bagi 

masyarakatnya sangat menentukan stabilitas politik dan 

ekonomi negara. 

Presiden Soekarno memandang ‘ketersediaan pangan 

sebagai soal hidup mati bangsa’ sebagaimana diungkapkan 

dalam pidatonya pada Peletakan Baru Pertama Gedung 

Faktultas Pertanian di Bogor 27 April 195213. 

‘…….apa yang saya hendak katakana itu, adalah amat penting, 

mengenai soal mati-hidupnya bangsa kita di kemudian 

hari….oleh karena itu, soal yang hendak saya bicarakan itu 

mengenai soal persediaan makanan rakyat’. 

Ungkapan senada disampaikan oleh Jawaharlal Nehru, 

Perdana Menteri Pertama India, dalam pidato peringatan hari 

kemerdekaan 70 tahun lalu, sebagai berikut38: 

‘Everything can wait, except agriculture. Obviously, we must 

have food and enough food’ 
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Henri Kesinger, Menteri luar Negeri Amerika Serikat, 

negara yang menganut paham ekonomi liberal, ternyata juga 

mempunyai pandangan senada39: 

‘Control oil and you control nations; control food and you 

control the people’ 

Ungkapan para negarawan tersebut memberikan pesan 

pentingnya kemandirian pangan bagi kelangsungan berbangsa 

dan bernegara. Namun sayangnya, pesan ini sering dimaknai 

sebagai perlunya langkah ‘at all cost’, berapapun biaya dan 

resikonya, untuk mencapai kemandirian dan swasembada 

pangan. 

Upaya mewujudkan ketahanan pangan yang 

berkemandirian harus tetap mengacu kepada prinsip keunggulan 

komparatif dan kompetitif serta efisiensi alokasi sumberdaya, 

artinya Indonesia tidak harus berkemandirian untuk semua 

komoditas pangan5,6,7,9. Target berkemandirian merupakan 

keniscayaan untuk komoditas pangan pokok dan pangan 

strategis yang Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dan 

kompetitif untuk memproduksinya. 

Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang 

berkemandirian dan berdaya saing perlu perubahan pola pikir, 

reorientasi arah dan strategi serta reformulasi prioritas kebijakan 

pembangunan subsektor pertanian pangan, yang secara garis 

besar diuraikan sebagai berikut. 

4.1.   Merubah Pola Pikir dan Reorientasi Strategi Menuju 

Pertanian Berkemandirian dan Berdaya Saing 

Pandangan tentang lebih pentingnya pasar domestik 

dibandingkan pasar ekspor harus diubah. Cara pandang ini 

menjadi penyebab diabaikannya prinsip efisiensi dan pentingnya 

kualitas produk pangan yang dihasilkan. Akibatnya, produksi 



15 

pangan dalam negeri umumnya berkualitas rendah, yang tidak 

memenuhi persyaratan mutu di negara tujuan ekspor. 

Sampai saat ini, pembangunan subsektor pertanian pangan 

di Indonesia lebih mengacu kepada strategi substitusi impor 

dengan tujuan mengurangi atau menghentikan impor pangan. 

Adanya target “tidak impor” seringkali memaksa para-pihak 

terkait melaksanakan program peningkatan produksi ‘at all cost’ 

sehingga kurang mempertimbangkan kelayakan teknis, 

ekonomis, sosial dan lingkungan. 

Kegagalan strategi substitusi impor telah banyak dianalisa 

oleh para ahli ekonomi dunia. Disamping membutuhkan 

anggaran besar, strategi substitusi impor dinilai gagal dalam 

memacu pertumbuhan ekonomi7,40,41. Strategi substitusi impor 

umumnya mengandalkan kebijakan protektif. Akibatnya, 

peningkatan produksi pangan umumnya diikuti dengan 

peningkatan biaya produksi dan harga jual, sehingga tidak 

berdaya saing7,42,43. 

Keberhasilan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang 

berkemandirian tidak mungkin dicapai hanya dengan membatasi 

atau melarang impor pangan (border measures). Kebijakan di 

dalam negeri (behind the border measures) seperti kebijakan 

peningkatan kapasitas produksi pangan nasional dan kebijakan 

investasi dalam kegiatan R&D dan inovasi, menjadi faktor kunci 

keberhasilan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang 

berkemandirian dan berdaya saing6,8. 

4.2.   Merevisi UU Pangan No. 18/2012 

Sejak awal diundangkan, narasi beberapa pasal di UU 

Pangan No 18/2012 terkait impor pangan dinilai tidak konsisten 

dengan aturan WTO dan berpotensi digugat oleh negara anggota 

WTO lain5,6. Dalam proses penyelesaian sengketa dagang 

produk hortikultura dan peternakan dengan Selandia Baru dan 
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Amerika Serikat di WTO, keberadaan pasal-pasal tersebut 

dinyatakan oleh Panel dan Appelate Body WTO tidak konsisten 

dengan aturan WTO yang berlaku. Konsekuensinya, Indonesia 

harus melakukan amandemen UU Pangan No. 18/2012 bersama 

tiga UU Pertanian lainnya34,42,44,45. 

Revisi UU No 18/2012 merupakan pilihan logis untuk 

dilaksanakan, karena jika tidak direvisi, maka setiap ada aturan 

implementasi terkait importasi akan digugat kembali oleh 

negara anggota WTO yang merasa dirugikan. Amandemen UU 

No. 18/2012 akan menjadi pondasi berubahnya strategi 

pembangunan pertanian pangan dari strategi substitusi impor 

(defensive)  ke strategi promosi ekspor (offensive)43. 

4.3.   Meningkatkan Kapasitas Produksi Pangan Nasional 

Ketahanan pangan nasional yang berkemandirian hanya 

dapat dicapai jika Indonesia mampu meningkatkan kapasitas 

produksi pangan nasional, melalui peningkatan ketersediaan 

lahan, sarana dan pra-sarana produksi vital lainnya, terutama 

untuk mendukung peningkatan produksi pangan utama. Untuk 

ini diperlukan investasi yang memadai di subsektor pertanian 

pangan, baik melalui anggaran belanja pemerintah (APBN) 

maupun investasi BUMN dan swasta. Kenyataannya, realisasi 

investasi di subsektor pertanian pangan dan peternakan selama 

periode 2010-2017 sangat rendah48,49,50. 

Langkah kongkrit untuk meningkatkan kapasitas produksi 

pangan kembali dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf 

Kalla. Dalam Nawacita, butir 7, pemerintah mencanangkan 

untuk membangun puluhan waduk, jaringan irigasi dan 

menambah areal pangan sebanyak 3 juta hektar. Langkah ini 

sebagai respon terhadap kenyataan terus berkurangnya luas areal 

lahan untuk budidaya tanaman pangan akibat konversi lahan dan 

merosotnya kualitas sarana irigasi49,50. Oleh karena itu, 

komitmen dan langkah pemerintah ini, termasuk rencana 
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mengembangkan food estate seperti di Kalimantan Tengah, 

perlu didukung oleh segenap komponen bangsa. 

4.4.   Meningkatkan Produktivitas, Efisiensi, dan Kualitas 

Produksi Pangan 

Daya saing adalah kata kunci untuk memenangkan 

persaingan di era pasar global yang semakin ketat. Produktivitas, 

biaya per unit dan kualitas produksi merupakan komponen 

utama daya saing. Semakin terbatasnya ketersediaan sumber 

daya alam dan lahan menyiratkan semakin pentingnya peran 

R&D dan inovasi serta rekayasa teknologi untuk meningkatkan 

kapasitas dan daya saing produk pangan. 

Bukti empiris memperlihatkan bahwa negara-negara yang 

berorientasi ekspor umumnya mengalokasikan anggaran lebih 

besar untuk kegiatan R&D dan inovatif dibandingkan negara 

yang lebih berorientasi ke pasar dalam negeri42,51,52. Kebijakan 

protektif, yang menjadi ciri utama dari strategi substitusi impor, 

menurunkan kecenderungan investasi kegiatan inovasi dan 

R&D52. Fenomena ini yang terjadi di Indonesia, termasuk di 

subsektor pertanian pangan. 

Mekanisasi pertanian merupakan keniscayaan untuk 

meningkatkan efisien produksi dan/atau menurunkan biaya 

produksi. Salah satu faktor penyebab tingginya biaya produksi 

komoditas pangan adalah besarnya biaya tenaga kerja. Oleh 

karena itu, salah satu langkah untuk menurunkan biaya produksi 

adalah dengan menggunakan alsintan untuk menggantikan 

tenaga kerja di pedesaan yang semakin langka dan mahal32,35. 

Penggunaan alsintan disamping menekan biaya produksi juga 

dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk53,54. 

Ke depan, Lembaga Riset dan Inovasi Pertanian, baik 

pemerintah maupun swasta, dituntut untuk lebih berperan dalam 

menghasilkan teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan 
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produktivitas, kualitas produksi serta menurunkan biaya 

produksi komoditas dan produk pangan32,36,37,55. 

4.5.   Melindungi dan Memberdayakan Petani tanpa 

Membebani Konsumen 

Merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi 

warga negara, yakni melindungi petani produsen dari limpahan 

produk impor dan menjamin keterjangkauan harga bagi 

masyarakat konsumen5,6,7. Aturan WTO menyediakan 

instrumen tarif impor, sepanjang tidak melebihin bound tariff, 

sebagai ‘best practices’ dalam pengendalian impor untuk tujuan 

perlindungan tersebut24,56. Aturan WTO juga menyediakan 

instrumen special safeguard untuk menahan lonjakan impor dan 

intrumen anti-dumping serta counterveiling measures lainnya 

terhadap praktek unfair trading yang dilakukan negara anggota 

WTO lain. 

Namun, aturan WTO melarang negara anggota 

menerapkan pembatasan impor kuantitatif termasuk kuota 

impor, pelarangan impor secara berkala serta lisensi dan 

perizinan impor yang tidak transparan dan dikriminatif.  

Larangan ini punya landasan teoritis dan empiris, yakni untuk 

mencegah berkembangnya praktek mencari rente ekonomi 

(quota rent) yang sangat membebani konsumen dan 

menyebabkan ekonomi biaya tinggi57. 

4.6.   Stabilisasi Harga Pangan, Cadangan Pangan, dan 

Sistem Resi Gudang 

Ada dua kategori kebijakan stabilisasi harga: (i) berbasis 

non-pasar, yang terdiri dari intervensi langsung pemerintah 

(pembelian dan penjualan) dan kebijakan harga ganda, dan (ii) 

berbasis mekanisme pasar seperti sistem resi gudang (SRG), 

pasar komoditas berjangka dan asuransi pertanian58,59. 

Kebijakan berbasis non-pasar mendapat banyak kritikan karena 
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memerlukan anggaran pemerintah yang sangat besar, terbukti 

tidak efektif dalam menstabilisasikan harga, dan rawan terhadap 

penyimpangan serta mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. 

Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah lebih serius 

memanfaatkan instrumen Sistem Resi Gudang (SRG) 

sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem Resi Gudang No. 

9/20065,6,56. Keberhasilan penyelenggaraan SRG akan menjadi 

pendorong terbangunnya sistem pergudangan nasional, yang 

merupakan pilar utama pengelolaan cadangan pangan nasional 

dan pilar utama stabilisasi harga berbasis mekanisme 

pasar7,8,60,61,62.  

Untuk itu, Pemerintah wajib memfasilitasi BUMN dan 

swasta untuk berinvestasi membangun gudang pangan dan/atau 

menjadi penyelenggara jasa SRG di semua sentra produksi 

pangan di tanah air. 
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V.  POTENSI, TANTANGAN, DAN PELUANG MENUJU 

KETAHANAN PANGAN BERKEMANDIRIAN DAN 

BERDAYA SAING DI ERA PASAR GLOBAL 

 

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan Hadirin yang saya 

hormati, 

5.1.  Potensi 

Ditinjau dari posisi geografis dan kondisi sumber daya 

alamnya, Indonesia sangat potensial untuk menjadi produsen 

dan sekaligus eksportir pangan. Kalau Thailand dan Vietnam 

bisa menjadi produsen dan eksportir pangan mengapa Indonesia 

tidak bisa, padahal potensi sumber daya alam Indonesia jauh 

lebih besar dibandingkan kedua negara ASEAN tersebut. 

Salah satu faktor penjelas adalah relatif rendahnya aliran 

inventasi di sektor pertanian di Indonesia, khususnya subsektor 

pertanian pangan46,47,48. Insentif investasi yang disediakan 

pemerintah Thailand dan Vietnam jauh lebih besar 

dibandingkan yang disediakan oleh pemerintah Indonesia, 

termasuk untuk kegiatan R&D dan inovasi. Disamping itu, 

kebijakan investasi Pemerintah Thailand dan Vietnam sangat 

terbuka terhadap investasi asing47,48. 

Potensi Indonesia untuk menjadi negara berkemandirian 

pangan dan sekaligus sebagai negara eksportir pangan yang 

berdaya saing dapat diwujudkan melalui reorientasi strategi dan 

kebijakan investasi yang lebih kondusif serta kebijakan 

perdagangan yang lebih terbuka. Ke depan, kebijakan investasi 

dan perdagangan harus menjadi penggerak utama dalam 

memacu pertumbuhan dan ekspor subsektor pertanian 

pangan47,48.  
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5.2.  Liberalisasi Perdagangan dan Aturan WTO: Sebagai 

Tantangan sekaligus Peluang 

Liberalisasi perdagangan dan era pasar global, yang 

tercakup di dalam aturan WTO, menjadi tantangan dan sekaligus 

peluang untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang 

berkemandirian dan berdaya saing. Menjadi tantangan karena 

aturan WTO mengikat setiap negara anggota untuk 

menyelaraskan kebijakannya dengan aturan WTO yang berlaku. 

Namun, tantangan untuk menerapkan ‘best trade policy 

practices’ ini sekaligus menjadi peluang yang dapat mengantar 

Indonesia mencapai kemandirian pangan yang berdaya saing 

serta menjadi negara eksportir pangan. 

Liberalisasi perdagangan dunia, sebagaimana tertuang 

dalam aturan WTO, diyakini akan dan telah membuahkan 

dampak positif bagi laju perdagangan dan pertumbuhan 

perekonomian dunia63,64,65. Keyakinan inilah yang menjadi 

alasan banyaknya negara berdaulat bersedia mengikuti proses 

aksesi untuk menjadi anggota WTO. Negara-negara anggota 

WTO yang berhasil mereformasi dan mengintegrasikan 

perekonomiannya dengan pasar dan perekonomian global 

mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat63,66.  

Banyak kajian telah dilakukan untuk menganalisis dampak 

liberalisasi perdagangan terhadap pertumbuhan sektor pertanian 

negara berkembang, termasuk Indonesia64,65,67,68. Beberapa hasil 

kajian memperlihatkan bahwa manfaat lebih besar dinikmati 

oleh negara yang menerapkan kebijakan perdagangan dan 

investasi yang lebih terbuka dan secara bersamaan melakukan 

reformasi kebijakan ekonomi65,69,70. Agar memperoleh manfaat 

ekonomi yang lebih besar, liberalisasi perdagangan sektor 

pertanian harus disertai dengan upaya untuk meningkatkan 

kapasitas produksi, produktivitas dan daya saing71,72. 
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Secara empiris, negara anggota WTO yang berorientasi 

ekspor terbukti lebih mampu memanfaatkan peran WTO 

dibandingkan dengan negara yang menerapkan strategi 

substitusi impor. Thailand dan Vietnam telah berhasil 

mewujudkan kemandirian pangan dan sekaligus berdaya saing. 

Sebaliknya, beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia, yang 

menerapkan strategi substitusi impor dan kebijakan protektif 

masih terus tergantung kepada impor pangan7,43,73,74 

5.3.  Aturan WTO, Kemandirian Pangan, dan Daya Saing 

Aturan WTO tidak melarang negara anggota untuk 

mewujudkan kemandirian pangan, tetapi sebaliknya justru 

memfasilitasi negara anggota untuk mewujudkan kemandirian 

pangan yang berdaya saing. Aturan WTO memberikan 

kelonggaran bagi negara berkembang untuk mengeluarkan 

subsidi domestik kategori green box dan blue box untuk 

meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional dan 

pembiayaan subsidi kategori amber box untuk memberikan 

perlindungan dan pemberdayaan petani5,6,71. 

Disamping tariffs, aturan WTO menyediakan instrumen 

pembatasan impor non-tariff yang dapat dipergunakan oleh 

negara anggota, seperti standar, lisensi impor, safeguard dan 

anti-dumping75. Namun, Aturan WTO melarang negara anggota 

menerapkan kuota impor dan pembatasan kuantitas impor 

lainnya. Secara teoritis tarif impor lebih superior dibandingkan 

kuota56,76. Meskipun tidak untuk tujuan membatasi impor 

semata, aturan Sanitary dan Phytosanitary tersedia bagi negara 

anggota untuk membatasi dan bahkan melarang impor dengan 

tujuan melindungi kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan71. 
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VI. ARAH, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN MENUJU 

KETAHANAN PANGAN BERKEMANDIRIAN DAN 

BERDAYA SAING DI ERA PASAR GLOBAL 

 

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan Hadirin yang saya 

hormati, 

6.1. Arah 

Goncangan eksternal dapat menimbulkan ketidakpastian 

pasokan dan harga pangan di pasar global yang berdampak 

negatif terhadap ketahanan pangan nasional. Agar lebih tahan 

terhadap goncangan eksternal, ketahanan pangan nasional perlu 

berkemandirian, yakni ketahanan pangan yang ketersediaan 

pangan pokok (dan strategis) sebagian besar ditopang oleh 

produksi dalam negeri. 

Agar tidak mengarah kepada kemandirian pangan 

berbiaya tinggi, program peningkatan produksi pangan harus 

mengacu kepada prinsip keunggulan komparatif dan keunggulan 

kompetitif serta efiensi alokasi sumberdaya. Artinya, Indonesia 

tidak perlu berkemandirian untuk semua komoditas pangan. 

Kemandirian menjadi keniscayaan untuk komoditas pangan 

pokok (dan strategis) yang mempunyai keunggulan komparatif 

dan kompetitif. 

Ketahanan pangan yang berkemandirian dan berdaya 

saing dapat terwujud bilamana negara dapat memproduksi 

pangan dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan, 

berkelanjutan, berkualitas dan dengan harga terjangkau 

konsumen. Belumlah menjadi suatu keberhasilan manakala 

peningkatan produksi pangan diikuti dengan kenaikan harga 

pangan yang berujung membebani konsumen, memicu inflasi 

dan ekonomi biaya tinggi.  
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6.2. Strategi Pembangunan Subsektor Pertanian Pangan 

Untuk mewujudkan ketahanan pangan berkemandirian 

dan berdaya saing perlu dilakukan reorientasi strategi dalam 

membangun subsektor pertanian pangan, yakni : (i) dari strategi 

substitusi impor ke promosi ekspor atau dari strategi defensif ke 

ofensif untuk meningkatkan akses pasar ekspor, dan/atau (ii) 

dari orientasi pasar domestik ke orientasi pasar domestik dan 

pasar ekspor (global). 

Strategi promosi ekspor tersebut menuntut kebijakan 

investasi dan perdagangan yang kondusif sebagai penggerak 

utama (prime mover) pembangunan dan pertumbuhan subsektor 

pertanian pangan. Diperlukan aliran investasi pemerintah yang 

lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, 

seperti untuk pencetakan sawah, pembangunan waduk, dan 

jaringan irigasi serta prasarana publik lainnya.  

Disamping itu, pemerintah perlu mondorong dan 

memfasilitasi BUMN dan swasta, baik swasta nasional maupun 

asing, untuk meningkatkan investasi di subsektor pertanian 

pangan. Untuk tujuan ini, sudah saatnya semua pihak 

mengakhiri perdebatan berkepanjangan dan tidak produktif 

tentang pentingnya investasi swasta di subsektor pertanian 

pangan, termasuk investasi asing di Indonesia. Tanpa aliran 

investasi yang memadai, mustahil Indonesia dapat mewujudkan 

ketahanan pangan yang berkemandirian dan berdaya saing. 

6.3. Kebijakan Mewujudkan Kemandirian Pangan 

Berdaya Saing 

 Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang 

berkemandirian dan berdaya saing diperlukan sinergi antar 

instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan para-pihak 

(stakeholders) dalam melaksanakan kebijakan dan program 

prioritas di subsektor pertanian pangan sebagai berikut :  
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1. Pencetakan sawah baru dan perluasan areal tanaman pangan, 

pembangunan waduk dan jaringan irigasi, serta sarana-

prasarana vital lain menjadi suatu keniscayaan untuk 

mewujudkan ketahanan pangan berkemandirian. 

2. Pemberian insentif pajak dan kemudahan lain bagi BUMN 

dan swasta untuk berinvestasi di kegiatan R&D dan inovasi 

untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dan menurunkan 

biaya produksi pangan. 

3. Kebijakan yang kondusif untuk menyebarluaskan 

penggunaan alsintan, seperti pembebasan/keringanan tarif 

impor alsintan yang belum diproduksi di dalam negeri, 

subsidi kredit alsintan, serta memfasilitasi pengembangan 

jasa penyewaan alsintan. 

4. Penguatan sistem cadangan pangan nasional dan stabilisasi 

harga pangan (pokok dan strategis) berbasis mekanisme 

pasar untuk melindungi produsen, konsumen dan mencegah 

inflasi dan ekonomi biaya tinggi. 

5. Pengendalian impor pangan, menggunakan ‘best practice 

instruments’, untuk melindungi petani dan pasar domestik 

dari limpahan pangan impor dan persaingan tidak adil. 

6. Penyebarluasan Sistem Resi Gudang melalui kebijakan 

investasi yang kondusif yang dapat memfasilitasi BUMN 

dan swasta untuk berinvestasi membangun gudang-gudang 

pangan dan/atau menjadi penyelenggara jasa SRG. 
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VII. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 

 

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan Hadirin yang saya 

hormati, 

7.1. Kesimpulan 

Katahanan pangan yang berkemandirian dan berdaya 

saing merupakan suatu keniscayaan bagi Indonesia di era pasar 

global. Untuk mewujudkannya perlu mengacu kepada prinsip 

keunggulan komparatif dan kompetitif serta efisiensi alokasi 

sumberdaya. Target berkemandirian merupakan keharusan 

untuk komoditas pangan pokok dan pangan strategis yang 

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif 

dalam proses produksinya. 

Untuk mewujudkan ketahanan pangan berkemandirian 

dan berdaya saing diperlukan perubahan strategi pembangunan 

subsektor pertanian pangan dari strategi substitusi impor ke 

promosi ekspor, dari strategi defensif ke ofensif, dan/atau dari 

orientasi pasar domestik ke orientasi pasar ekspor. Perubahan 

strategi tersebut juga menuntut diterapkannya kebijakan 

investasi yang kondusif, yang dapat mendorong dan 

memfasilitasi BUMN dan swasta, baik swasta nasional maupun 

asing, untuk meningkatkan investasi di subsektor pertanian 

pangan, termasuk investasi di kegiatan R&D dan inovasi.  

Kemandirian pangan yang berdaya saing terwujud 

bilamana negara dapat memproduksi produk pangan berkualitas 

dengan harga terjangkau konsumen. Belumlah menjadi suatu 

keberhasilan manakala peningkatan produksi pangan diikuti 

dengan kenaikan harga pangan yang berujung membebani 

konsumen, memicu inflasi dan ekonomi biaya tinggi. 
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7.2.  Implikasi Kebijakan 

Ketahanan pangan yang berkemandirian dan berdaya 

saing tidak mungkin dapat diwujudkan hanya dengan kebijakan 

membatasi dan melarang impor (border measures) tetapi harus 

diikuti dengan kebijakan investasi yang kondusif untuk 

meningkatkan efisiensi, daya saing dan kapasitas produksi 

pangan nasional (behind the border measures). 

Kebijakan perdagangan harus mampu melindungi petani 

tanpa harus membebani konsumen. Aturan WTO menyediakan 

‘best practice trade policy instruments’ untuk tujuan tersebut 

dan sekaligus dapat mengantar subsektor pertanian pangan lebih 

efisien dan berdaya saing. Ke depan, prioritas kebijakan 

subsektor pertanian pangan adalah kebijakan peningkatan 

kapasitas produksi pangan, peningkatan daya saing produk 

pangan, penyebarluasan penyedia jasa alsintan, penguatan 

sistem cadangan dan stabilisasi harga pangan pokok, serta 

penyebarluasan jasa Resi Gudang. 
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VIII. PENUTUP 

 

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan Hadirin yang saya 

hormati, 

Memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu 

serta harga terjangkau adalah salah satu hak dasar rakyat dan 

menjadi kewajiban pemerintah dan negara untuk memenuhi hak 

rakyat tersebut. Negara dan pemerintah juga berkewajiban untuk 

menjamin petani memperoleh harga layak bagi kelangsungan 

usaha taninya. 

Pengalaman banyak negara mengajarkan pada kita bahwa 

ketersediaan dan keterjangkauan pangan menentukan stabilitas 

politik dan ekonomi negara. Oleh karena itu, cita-cita untuk 

mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkemandirian 

dan berdaya saing harus didukung oleh segenap komponen 

bangsa. Kerja sama dan koordinasi antar lembaga dan para-

pihak mutlak diperlukan. Ke depan, Lembaga Riset dan Inovasi 

Pertanian, baik pemerintah maupun swasta, harus berperan aktif 

dalam menghasilkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan 

efisiensi produksi dan daya saing produk pangan. 

Semoga sumbangan pemikiran dalam orasi ini bermanfaat 

untuk menjawab masalah dan tantangan dalam meningkatkan 

pertumbuhan subsektor pertanian pangan dan pada gilirannya 

mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkemandirian 

dan berdaya saing.  
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